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ABSTRAK

Status Keistimewaan Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari keputusan
Nagari Ngayogyakarta untuk bergabung dengan Republik Indonesia Namun
sebelum bergabung terlebih dahulu terjadi proses reunifikasi antara Kasultanan
dan Pakualaman. Reunifikasi ini menjadikan Y ogyakarta sebagai satu (sebuah)
kergjaan dengan Sri Sultan Hamengku Buwono 1 X dan Sri Pakualam V111 sebagai
dwitunggal pemimpinya. Permasalahan seputar RUU Keistimewaan Y ogyakarta
sering dijadikan bahan perbincangan dan perdebatan yang menarik untuk disimak.
Apaagi setelah lama digukan ternyata sampai sekarang RUU Keistimewaan
tersebut belum juga disahkan. Dibalik keterbengkalaian RUU Keistimewaan
Yogyakarta pasti ada alasan atau sebab kenapa RUU Keistimewaan belum
disahkan oleh pemerintah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti alasan
tersebut dengan perspektif Fikih Siyasah.

Jenis Pendlitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (Library
Research) dan Penelitian lapangan (Field Research). Penelitian Pustaka (Library
Research) adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menggunakan
bahan-bahan pustaka berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, media online, dan
sumber pustaka lainya yang revelan dengan topik yang dikaji sebagai suber
datanya. Sedangkan penelitian lapangan (Field Research) adalah sebagai
penelitian tambahan untuk mendapatkan atau menjelaskan informasi yang dirasa
masih belum jelas. Dengan menggunakan pendekatan historis dan normatif.

Menurut wawancara penului dengan anggota DPRD Provins Daerah
Istimewa Y ogyakarta, bahwa pemerintah yang diwakili oleh Departemen Dalam
Negeri menginginkan pengisian Gubernur dan Wakil Gubenur dipilih melalui
pemilihan umum sedangkan mayoritas masyarakat Yogyakarta menginginkan
pengisian dengan penetapan. Oleh karena itu DPRD sedang berusaha
mempertemukan satu pasal yang masih menjadi kontroversi tersebut. Dan
hasiinya adalah bahwa tahun 2012-2017 Gubernur dan Wakil Gubernur
ditetapkan sedangkan setelah tahun 2017 dilakukan pemilihan lewat DPRD
Provinsi Daerah Istimewa Y ogyakarta.
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PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsii imenggunakan
pedoman transliterasi berdasarkan keputusan berdéeméeri Agama RI dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tah@87 dan no. 0543
b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikaagse berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
) Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan
< Ba' B -
< Ta’ T -
& Sa S S (dengan titik di atas)
z Jim J -
d Ha' H H (dengan titik di bawah)
¢ Kha Kh -
3 Dal D -
3 Zal Z Z (dengan titik di atas)
J Ra R -
J Zai z -
7 Sin S -
o Syin Sy -
ol Sad S S (dengan titik di bawah)
oa Dad D D (dengan titik di bawah)
b Ta T T (dengan titik di bawah)
h Za Z Z (dengan titik di bawah)
i ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas
& Ghain G -
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[ Fa F -

é Qaf Q -

d Kaf K -

J Lam L -

a Mim M -

o Nun N -

3 Wau W -

2 Ha H -
Apostrof (tetapi tidak

s Hamzah ' dilambangkan apabila
ter-letak di awal kata)

7] Ya' Y -

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesidirit dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau mtifto
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tatala lsarakat yang

transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
L Fathah a A
. Kasrah i I

Dammah u U

Contoh:

<€ - kataba «y - yazhabu
Ji- - su'ila A3 - zukira

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupangan antara

harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut

viii



Tanda Nama Huruf Latin Nama

. Fathah dan ya ai adani
s Fathah dan wawu au adanu
Contoh:

i - kaifa

Js - haula

Vokal PanjangNladdah)
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupakditadan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
¢ ) Fathah dan alif a a dengan garis di atas
................. Fathah dan ya a a dengan garis di atas
S Kasrah dan ya 1 i dengan garis di atas
3 Dammah dan wawu a u dengan garis di atas
Contoh

J& - qala d# - gila

AU - rama Jds& - yadilu

3. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ mabah ada dua:

a. Ta’' Marhkitah hidup adalah “t”

b.

C.

Ta’ Marbitah mati adalah “h”
jika Ta’ Markatah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al”
serta bacaannya terpisah, maka Ta' MNtab itu ditransliterasikan
dengan” h”
Contoh: 4iall 4ay, - Raudah al-Jannah

4alk - Talhah

viii



4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilargkan
dengan sebuah tandgaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf yang sama dengan hwmd yiberi tanda
syaddah itu.

Contoh: & - rabbana

a - nuimma

5. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambanglksrgan huruf,
yaitu “J”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandanglihedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan lsaiadang yang diikuti
oleh gamariyyah.
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah damariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah pogugamariyah
ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunaktarKata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dahuungkan dengan
tanda sambung (-)
Contoh: Al - al-galamu  JMad - al-jalalu

axdll - al-ni'amu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapit@tapi dalam
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awalirkat, nama diri, dan
sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal katalang pada nama diri
tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jikarlégak pada permulaan
kalimat.

Contoh : oy ¥l Saaalay - wa e Muhammadun illa rasul
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yogyakarta adalah salah satu daerah istimewadtinesia. Namun kata
istimewa tidaklah didapat dengan mudah atau dibarbegitu saja dengan cuma-
cuma. Salah satu alasan kenapa Yogyakarta dilaussistimewa adalah karena
sejak dulu sebelum kemerdekaan Republik Indones@gyakarta sudah
mempunyai susunan pemerintahan sendiri atau yaetuli dalam Pasal 18 UUD
1945 sebagai Susunan asli. Jika dahulu Yogyakarta thgabung kedalam
Republik Indonesia, Yogyakarta sebenarnya sudah widuk berdiri menjadi
sebuah negara.

Status Keistimewaan Yogyakarta tidak bisa dilepaskari keputusan
Nagari Ngayogyakartauntuk bergabung dengan Republik Indonesia. Namun
sebelum bergabung terlebih dahulu terjadi prosesifikasi antara Kasultanan
dan Pakualaman. Reunifikasi ini menjadikan Yogyakaebagai satu (sebuah)
Kerajaan dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX daR&kualam VIl sebagai
dwitunggal pemimpinya.

Salah satu ciri keistimewaan Yogyakarta meski sanspat ini belum
diundangkan dengan jelas, letak istimewa tersebamntatanya adalah pada
kepemimpinan otomatis Sri Sultan dan Sri Pakualaimagai Kepala Daerah

Yogyakarta. Hal itu pulalah yang difahami masyatasehingga berulang kali

! Lihat Pasal 18 UUD 1945.



menyatakan aspirasi tersebut. Meskipun banyakdiegeo dan kontra dengan
kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan S#kuRlam VIII yang
diangkat seumur hidup.

Pada saat ini Kepala Daerah Istimewa Yogyakartambd menjadi
polemik. “ Pernyataan Presiden Susilo Bambang Ywdho (SBY) tentang
sistem monarki tidak sesuai dengan nilai-nilai dierasi”, memicu perdebatan
tentang posisi Gubernur Daerah Istimewa Yogyak@épy) yang selama ini
digilir antara Sultan dan Sri Pakualam. Di satu, gemerintah ingin adanya
proses pemilihan untuk mengisi kursi Gubernur Dadsimewa Yogyakarta. Di
pihak lain, pengisian gubernur dengan menetapkaharSuatau Pakualam
merupakan bentuk keistimewaan.

Para pengamat sepakat bahwa keistimewaan Yoggakadrupakan
kontrak politik antara Presiden Soekarno sebagaiesentasi pemerintah pusat,
dengan Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam Widrujuk ke belakang,
Sultan Hamengku Buwono IX pada 5 september 1945etearkan dekrit yang
isinya tentang integrasi Kasultanan Yogyakarta lepu®lik Indonesia. Pada
tanggal yang sama, dekrit serupa juga dikeluarkdipaii Pakualam VIII. Tak
hanya itu, Sultan Hamengku Buwono IX juga merelalsbagian wilayah
Mataraman seperti Madiun, Pacitan, Tulungagungladlanggalek.

Sebagai balasannya, Presiden Soekarno mengelupikgam penetapan
tentang kedudukan bagi kedua penguasa tahta diltkasn dan Kadipaten

Pakualam. Selanjutnya, Yogyakarta secara resmntlikedengan UU Nomor 3



Tahun 195G. Pembentukan Daerah istimewa Yogyakarta pun bulkanagpa
dasar karena Pasal 18 UUD 1945 memungkinkan penftsntiaerah istimewa.
Dalam UU pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Y)DIwilayah
Yogyakarta meliputi daerah Kasultanan YogyakartaBlakualaman.

Sementara UU Nomor 22 Tahun 1§4l8ga mengatur tentang penetapan
kepala daerah di daerah Istimewa. Pada pasal 1§%3ydlU yang diundangkan
pada 10 Juli 1948 itu disebutkan, Kepala Daeramésta diangkat oleh Presiden
dari keturunan keluarga yang berkuasa di daeradiiiaman sebelum Republik
Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya, nieggeat-syarat kecakapan,
kejujuran dan kesetian dan dengan mengingat ad@das di daerah itu.
Karenanya, Sultan Hamengku Buwono IX dan Pakualdt sécara bergiliran
memegang posisi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakidgemun karena aktifitas
Hamengku Buwono IX sebagai Wakil Presiden, posigié€nur Daerah Istimewa
Yogyakarta sempat ditempati Pakualam VIII.

Setelah berhenti menjadi Wakil Presiden pada 1Bf@8nengku Buwono
IX yang memiliki gelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan
Hamengkubuwono Senopati Ing Alogo NgabdurrokhmayidiBa Panatagama
Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sorfg&embali menjadi Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta hingga meninggal pa@8.1Selanjutnya, Presiden
Soeharto menetapkan Pakualam VIII yang sebelumnyakilWGubernur

Yogyakarta, menjadi penjabat Gubernur Daerah Istimmgogyakarta. Kemudian

2 | jhat UU Nomor 3 Tahun 1950.
3 Lihat UU Nomor 22 Tahun 1948.

* Gelar yang diberikan oleh Presiden Soekarno legattan Hamengku Buwono X.
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persoalan muncul ketika Pakualam VIII wafat pad®8l9sementara posisi

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tetap harss. @aat itu muncul polemik

yang melibatkan Pemerintah pusat di Jakarta, Krasultanan dan Pakualaman,
DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta masiar Yogyakarta tentang

siapa yang seharusnya jadi Gubernur Yogyakartaliats

Karena kuatnya desakan masyarakat YogyakartayrgkhiPresiden BJ
Habibie menetapkan Sultan Hamengku Buwono X seb&gdiernur Daerah
Istimewa Yogyakarta periode 1998-2003. Namun igpgadidampingi Wakil
Gubernur lantaran proses suksesi di Puro Pakualdak berlangusng mulus
paska meningalnya Pakualam VIII. Polemik tata gamagisian Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta muncul lagi ketika masa jab&atian Hamengku Buwono
X berakhir pada 2003. Karena UU Nomor 22 Tahun 1@@®ang Pemerintahan
Daerah yang mengatur Kepala Daerah dipilih oleh DRRdah diberlakukan,
maka DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ingin posigbé&nur diisi melalui
pemilihan di DPRD.

Namun sekali lagi, masyarakat menghendaki agatasuHamengku
Buwono X dan Sri Pakualam IX ditetapkan menjadi &ubr dan Wakil
Gubernur. Presiden Megawati pun akhirnya menetapBaftian Hamengku
Buwono X dan Sri Pakualam Xl| sebagai Gubernur daekiWGubernur
Yogyakarta periode 2003-2008.

Seiring perjalanan waktu, pada Oktober 2008 madztgn Sultan
Hamengku Buwono X dan Sri Pakualam IX sebagai Guredan Wakil

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berakhir. Begsi Susilo Bambang



Yudhoyono membuat keputusan tentang perpanjangasa nabatan Sultan
Hamengku Buwono X dan Pakualam IX sebagai GubedaarWakil Gubernur
Yogyakarta selama tiga tahun hingga 2011. Dengaapha berakhirnya batas
waktu perpanjangan masa jabatan Sultan HamengkwiuX dan Pakualam IX
sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakartaeberns pemerintah sudah
mematangkan Rancangan Undang-Undang KeistimewadbKR Yogyakarta.
Namun ternyata masih terdapat masalah diantaradgéata tentang tata cara
pengisian Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Presiden Susilo Bambang Yudoyono juga dengan tegelntarkan
bahwa tidak boleh ada sistem monarki dalam penadvamt di Yogyakarta. "Oleh
karena itu, tentu tidak boleh ada sistem monarkigyd®ertabrakan dengan
konstitusi maupun nilai-nilai demokrasi," hal insdmpaikan pada saat membuka
rapat kabinet terbatas. Selanjutnya Presiden SuBidonbang Yudoyono
memutuskan untuk memperpanjang jabatan Sultan HgkneéBuwono X sebagai
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Perpanjangarberlaku hingga satu
tahun kedepan terhitung sejak 8 Oktober 2011. &shga perpanjangan masa
jabatan Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubermialah tiga tahun
kedepan. Namun Sultan meminta agar cukup satu tahnagar DPR segera
mengesahkan serta tidak berlama-lama membahasgeRidU Keistimewaan
Yogyakarta tersebut.

Berangkat dari paparan yang penyusun kemukakatasli maka penyusun
tertarik untuk meneliti bagaimana Analisis Siyagerhadap Keterbengkalaian

RUU Keistimewaan Yogyakarta.



B. Pokok Masalah

Adapun pokok masalah yang akan penyusun eksparadisis, kemudian
jawab dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana analisis siyasah terhadap keterbengkaRlU Keistimewaan
Yogyakarta dilihat dari segi otoritas, peran dakuesaan yang dilakukan oleh

negara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban ptadsok masalah yang

telah dipaparkan. Untuk lebih jelasnya, tujuan fpigae ini adalah :

1. Tujuan Penelitian
a. Menjelaskan apa yang menjadi alasan pemerintahingga RUU
Keistimewaan Yogyakarta belum disahkan hinggaisaat
b. Menjelaskan alasan pemerintah sehingga RUU iKeggtaan Yogyakarta

terbengkalai menurut Fikih Siyasah.

2. Kegunaan Penelitian
a. Menambah sumbangan pemikiran dalam khasanah pengetahuan
tentang apa alasan RUU Keistimewaan Yogyakartanieisahkan hingga
saat ini.
b. Diharapkan dapat memberi masukan terkait denmgamgesahan RUU

Keistimewaan Yogyakarta. Agar pemerintah memberikkeputusan



terbaik yang tidak merugikan pihak pemerintah pusaupun pemerintah

Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan seputar RUU Keistimewaan Yogyakaniags dijadikan
bahan perbincangan dan perdebatan yang menarik disimak. Apalagi setelah
lama diajukan ternyata sampai sekarang RUU Keistmae Yogyakarta tersebut
belum juga disahkan. Dan setelah penyusun melakpkaelusuran, penyusun
menemukan terbatasnya penelitian  mengenai Ketekbign RUU
Keistimewaan Yogyakarta Perspektif Fikih Siyasahardfa kebanyakan
penelitian hanya berkisar pada sejarah, status p#atean, serta alasan kenapa
Yogyakarta menjadi Daerah Istimewa.

Ada beberapa literatur yang penyusun pakai yangkalian atau
berhubungan dengan Yogyakarta seperti bagaimanarakejtumbuh dan
kembangnya Yogyakarta serta mengenai tanggapamdpebgihak terkait dengan
RUU Keistimewaan Yogyakarta.

Diantaranya adalah buku yang berjuduCatatan Perjalanan
Keistimewaan Yogyakartyang ditulis oleh Haryadi Baskoro dan Sudomo
Sunaryo, diterbitkan oleh Pustaka Pelajar tahu® 2B&mbahasan dalam buku ini
adalah lebih mengenai sejarah Yogyakarta dari rkasaasa baik sebelum atau
sesudah Indonesia merdeka serta bagaimana peran jaga Yogyakarta

khususnya pada masa pemerintahan Sultan HamengkonBuke IX dan Sri



Pakualam ke VIII dalam rangka ikut berpartisipagnmbantu Indonesia untuk
mencapai kejayaanya.

Selanjutnya buku yang berjuddpa istimewanya Yogyakarieang ditulis
Jawahir Thontowi diterbitka oleh Pustaka Fahimaumal2007 di dalamnya
terdapat penjelasan secara singkat apa Istemawéoggakarta sehingga bisa
disebut sebagai Daerah Istimewa. Dalam buku inehditkan keistimewaan
Yogyakarta adalah diantaranya terdapat pada budapah, serta kasultanan
sebagai ciri khas daerah Yogyakdrta.

Buku berjudulPerubahan Sosial di Yogyakartsng ditulis oleh Selo
Soemardjan yang sohor digelari sebagai “ lImuaridBmg Utama ” atau Bapak
Sosiologi Indonesia serta diterbitkan oleh KomuwnBambu pada tahun 2009 ini,
berisi tentang perubahan- perubahan sosial di Yagt@ yang amat banyak dan
meliputi seluruh bidang kehidupan masyardkat.

Di dalam Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang
Keistimewaan Yogyakartgang diterbitkan oleh Jurusan Illmu Pemerintahan
Fisipol UGM dan program S2 Politik Lokal serta Gdami Daerah tahun 2008,
memuat naskah akademik beserta pasal-pasal daglgsam RUU Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta. Naskah ini merupakaodyk dari kerjasama

segitiga antara JIP-Depdagri-Kemitraan guna merjasgdah satu kebutuhan dan

®Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunar@atatan Perjalanan Keistimewaan Yogyakarta
(Yogyakarta:Pustaka Pelajar), him. 18.

® Jawahir ThontowiApa Istimewanya YogyakartéYogyakarta: Pustaka Fahima, 2007),
him. 7.

" Selo SoemardjarPerubahan Sosial di YogyakartéYogyakarta: Komunitas Bambu,
2009), him.69.



persoalan mendesak mengenai status dan masa degias Keistimewaan
Yogyakarta dalam kerangka ke-Indonesiaan. Sesuag yelah mendapatkan
penerimaan publik dan politik sejak lama, tapi miéinidasar legalitas yang
sangat rapuh dan kabur, dan karenanya mudah memaldimik yang

berkepanjangah.

Sementara itu didalam buku yang berjudileistimewaan VS
Demokratisasiyang ditulis oleh Heru Wahyukismoyo dan yang diti&an oleh
PT. Bayu Indra Grafika. Diuraikan perubahan dalata pemerintahan di Daerah
Istimewaan Yogyakarta dalam hal Demokratisasi daistitnewaan pada masa
Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Sultan HanueBkiwono X, terlebih
perbincangan masyarakat Yogyakarta tentang Gubgvakil Gubernur
Yogyakarta yang selalu menjadi perdebatan. Uragand buku ini juga akan
menyadarkan bahwa keistimewaan Yogyakarta dapaindigan sebagai modal
sosial yang akan menjaga eksistensi Keraton diteagzs Demokrasi.

Dari rujukan literatur-literatur yang membahastaey Yogyakartaan di
atas, kebanyakan hanya dibahas mengenai kesejavalgyakarta, apa alasan
Yogyakarta menjadi Daerah Istimewa, status Keistia@n Yogyakarta, serta pro
dan kontra rakyat terkait dengan disahkanya RUUstifeewaan Yogyakarta.
Sementara apa yang menjadi alasan kerbengkalairnybdl Keistimewaan
Yogyakarta belum atau jarang sekali dibahas oletenaa itu penulis merasa

tertarik untuk mengkaji hal tersebut.

8 Cornelis Lay (dkk)Naskah akademik dan Rancangan Undang-undang Keistaamn
YogyakartaYogyakarta: Jurusan lImu Pemerintahan, FisipoM)@008), him. 5.

° Heru WahyukismoyoKeistimewaan Yogyakarta VS Demokratis§¥iogyakarta: PT.
Bayu Indra Grafika, 2004), him. 35.



E. Kerangka Teoritik

Asal mula kata politik adalah berasal dari ktdis yang berarti negara
kota. Dengan politik berarti ada hubungan khusumranmanusia yang hidup
bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewearadgn akhirnya kekuasaan
. Politik adalah segala sesuatu yang berkaitan atengusan yang menyangkut
kepentingan dari sekelompok masyarakat (negararar&eumum politik
mempunyai dua arti, yaitu politik adalam arti kejiregan umum(politics) dan
poltik dalam arti kebijakarfpolicy). Politik dalam artipolitics adalah rangkaian
asas atau prinsip, keadaan, jalan, cara, alat gkaig digunakan untuk mencapai
tujuan. Sedangkan politik dalam apblicy adalah penggunaan pertimbangan
tertentu yang dapat menjamin terlaksananya usatuk mmewujudkan keinginan
dan cita-cita yang dikehendaki.

Pengertian dan konsep politik atau siyasah daklaml berbeda dengan
pengertian politik barat. Politik dalam Islam memgkan kegiatan umat kepada
usaha untuk mendukung dan melaksanakan syarigt Alilalui kenegaraan dan
pemerintahan. Karena pada dasarnya kekuasaan aciéilkaAllah SWT.

Berbicara tentang politik maka tidak akan perregia$ dengan kekuasaan,
karena politik dan kekuasaan selalu ada keterkaite#ara keduanya. Menurut
Robert A. Dahl seorang Professor bidang politik tariversitas Yale, kekuasaan
adalah dapat digambarkan seperti ada seorang Alikikekuasaan atas seorang
B sehingga A dapat meminta B melakukan sesuatu yanga kekuasaan A

tersebut B tidak dapat melakukan sesuatu.
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Pemilihan kepala negara merupakan masalah yarmggatsargen dan vital
bagi eksistensi negara. Akan tetapi Islam tidak gatur secara jelas bagaimana
suksesi kepemimpinan, sehingga mengakibatkan tey@ad perpecahan di
kalangan Islam sendiri. Oleh karena itu, al-Mawasdbagai seorang pemikir
Islam abad pertengahan merumuskan gagasannya dergamilihan dan
pengangkatan kepala negara. Menurut Mawardi, prpsegangkatan kepala
negara dapat dilakukan dengan dua cara, yaiturpartdengan cara memberikan
mandat jabatan kepala negara kepada putra mahteataoeang lain (pewarisan
jabatan). Hal ini didasarkan pada peristiva penigatagn Umar bin Khaththab
oleh Khalifah Abu Bakar sebagai kepala negara. udeddipilih oleh ahlul
halli wal aqdi (dewan pemilih) yang ditunjuk oleh kepala neg&ralam hal ini
Mawardi mendasarkan argumennya pada peristiwva pgkgtan Utsman bin
Affan oleh sekelompok orang yang terdiri dari enamggota yang ditunjuk oleh
Khalifah Umar. Menurut Mawardi, dua peristiwva térse merupakan sumber
hukum yang diyakini kebenarannya yang dapat digdilandasan teori pemilihan
dan pengangkatan kepala negara.

RUU Keistimewaan Yogyakarta sudah lama menjadi awac namun
kenyataanya sampai sekarang belum disahkan jugawyePa&b RUU
Keistimewaan belum disahkan hingga saat ini adklkna adanya satu pasal
yang masih menjadi kontroversi. Suatu kepemimpidalam poltik tentu saja
berawal dari tujuan yang mulia, yaitu menciptakamats pemerintahan yang
mensejahterakan rakyat dan untuk menciptakan kphidyang lebih baik dan

bukan membuat kecewa masyarakat. Oleh karena iten@ah seharusnya
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mengambil keputusan yang bijak tentang pengesahdb) Keistimewaan
Yogyakarta. Bila rakyat Yogyakarta memang mengik@m pengesahan RUU
Kesitimewaan Yogyakarta dan selama itu tidak memapakan keutuhan

Republik Indonesia.

F. Metode Penelitian
Penelitian menurut LIPI (Lembaga IImu Pengetahlrationesia) bila

dilihat dari ilmu sosial dan kemanusiaan adalahalse@ktivitas berdasarkan
disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasmenganalisis, dan
menafsirkan fakta-fakta serta hubungan-hubungaararfakta alam, masyarakat,
perbuatan dan rohani manusia guna menemukan pprsigp pengetahuan dan
metode-metode baru dalam usaha menanggapi hakhed¢but. Sedangkan
metode penelitian adalah cara yang digunakan pewoeliuk mencapai tujuan
tertentu dalam menyeleseikan permasaldfiaMetode penelitian yang akan

digunakan oleh penyusun dalam membahas skripadadah:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelipastaka (Library
Researchdan Penelitian lapangdfield Research)Penelitian Pustak@.ibrary
Researchidalah penelitian yang dilakukan dengan menelaahntenggunakan
bahan-bahan pustaka berupa buku, ensiklopedi,ljunagalah, media online, dan

sumber pustaka lainya yang relevan dengan topily ydikaji sebagai sumber

19 Moh KasiramMetodologi Penelitian(Yogyakarta: UIN- Maliki Press, 2010), him. 15.
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datanya. Sedangkan penelitian lapangan adalalgaepanelitian tambahan

untuk mendapatkan atau menjelaskan informasi yaagadmasih belum jelas.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini termasuk dalam penetitdeskriptif-analitik, yaitu
mendeskripsikan semua data yang diperoleh sechs ¢&n rinci, sekaligus
menganalisa permasalahan yang ada guna menjawalsanmmasalah yang ada

yaitu Keterbengkalaian RUU Keistimewaan Yogyak&gaspektif Fikih Siyasah.

3. Metode Pendekatan

Dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasihelitian ini,
Pendekatan yang digunakan penyusun dalam menykgpsi @idalah pendekatan
historis, yaitu pendekatan untuk mengetahui laedakang seorang tokoh, sebab
akibat, signifikasi waktu dan prinsip-prinsip kemahan serta perkembanganya.
Disamping itu penulis juga menggunakan pendekatamatif yaitu pendekatan
masalah dengan melihat dan membahas prinsip atalahkyang ada dalam

hukum islam berdasarkan Al-Qur'an maupun teorhfiki

4. Teknik Pengumpulan Data
a. Data Primer
Sumber data primer diperoleh dengan melakukan gpudiaka yaitu

dengan mempelajari literatur, karya ilmiah, dokurdekumen bersejarah, jurnal,
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peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitanyaadejpuglul di atas dan
tulisan-tulisan yang berkenaan dengan skripsi yhioghas.
b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam hal ini penulis menggunakam tdbap teknik
pengumpulan data yaitu, pertama teknik dokumergdalah dilakukan dengan
cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yencari data mengenai objek
penelitian yang berkaitan dengan KeterbengkalaiabU R Keistimewaan
Yogyakarta Perspektif Fikih Siyasah. Pengambilana dmga bisa melalui
dokumen-dokumen seperti data-data sejarah, sypatl®an, dan lain sebagainya.

Yang kedua adalah teknik wawancara atau interdid@kukan dengan
dialog langsung dengan pihak-pihak yang terkaitamal penelitian ini.
Diantaranya adalah dengan DPRD Yogyakarta, yang akieBwmasyarakat
Yogyakarta dan mengetahui secara pasti apa penyefteibbengkalain RUU

Keistimewaan Yogyakarta.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data-data mengenai RUU Keistimewaan Ya@gyalserta alasan
mengenai keterbengkalaian RUU Keistimewaan Yogyaké&rkumpul, maka
dilakukan analisa sedemikian rupa. Supaya data ydimeroleh dapat
menghasilkan kesimpulan yang valid. Data yang akanalisis terutama adalah
data hasil wawancara tentang alasan keterbenghkalRidU Keistimewaan
Yogyakarta yang diperoleh dari sumber-sumber yamgpetcaya dan dapat

dipertanggungjawabkan. Seperti DPRD Provinsi Dadsimewa Yogyakarta,
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hal ini untuk mengetahui sejauh mana keseriusarepetah pusat sendiri untuk
segera mengesahkan RUU Keistimewaan Yogyakartan@gh akan didapat
kesimpulan akhir tentang alasan apa saja yang nmenmRUU Kesitimewaan

Yogyakarta belum disahkan hingga saat ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka psaogumembagi
pembahasan menjadi lima bab dan melalui tiga tahaygsitu pendahuluan, isi,
dan penutup. Dari bagian-bagian tersebut terdiri Bab-bab di dalam bab
terdapat sub-sub bab.

Bab pendahuluan ditempatkan pada tahap pertantptgediri dari: Latar
belakang masalah, hal ini jelas diperlukan untuknmperjelas dan mengetahui
faktor-faktor yang menjadi dasar timbulnya masal@mg akan diteliti serta
memperjelas alasan-alasan yang dianggap menarikpeating untuk diteliti.
Selanjutnya adalah pokok masalah, tujuan dan kegur@enelitian. Telaah
pustaka, kerangka teoritik dimana metode peneliandimaksudkan sebagai
langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengandéit, metode penelitian
dan terakhir sistematika pembahasan.

Kemudian tahap kedua yaitu isi, terdiri dari tiggb, yakni I, 1ll, dan bab

Bab kedua adalah bagian yang membahas tentang daor Konsep
Politik Kekuasaan Dalam Islam, meliputi Teori Otasi Negara, Teori Peran

Negara, dan Teori Kekuasaan Negara.
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Bab ketiga membahas tentang, Keterbengkalaian Rddistimewaan
Yogyakarta. Yang meliputi Otoritas Pemerintah Pud@eran Politik dan
Kekuasaan Pemerintah Pusat.

Bab keempat yaitu menganilisis mengenai Keterbalaghkn RUU
Keistimewaan Yogyakarta. Meliputi, Otoritas Negdedam Islam, Peran Negara
dalam Islam, dan Kekuasaan Negara dalam Islam.

Bab kelima, atau pada akhir skripsi ini adalahupep yang terdiri dari
kesimpulan karya ilmiah dan saran-saran sebagai d&h pengkajian penelitian

ini.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudoyono balewskrasi tidak
bisa bersatu dengan monarki membawa dampak yargptsaerius terhadap
keterbengkalaian RUU Keistimewaan Yogyakarta. Beldimahkanya RUU
Keistimewaan Yogyakarta, jika disebabkan adanyauatufujuan untuk
menguntungkan diri jelas dilarang atau tidak diptgbkan dalam Islam. Negara
adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapataksakan kekuasaanya
secara sah terhadap semua golongan kekuasaandaimyang dapat menetapkan
tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Oleh karinatoritas pemerintah untuk
mengatur RUU Keistimewaan Yogyakarta dibenarkaansaluntuk kesejahteraan
masyarakat. Namun peran pemerintah terkait dengaf RKeistimewaan
Yogyakarta harus dilakukan dengan adil dan tidakebiei batas wewenang
pemerintah. Artinya pemerintah diharapkan jangamunda-nunda pengesahan
RUU Kesitimewaan tersebut bila masyarakatnya megkan demikian.
Kemudian kekuasaan dalam suatu negara yang meBpdan Eksekutif, Badan
Legislatif, dan Badan Yudikatif harus berjalan deémg. Segala sesuatu yang
dilakukan oleh semua Badan Negara ini harus menckam keadilan karena jika

tidak adil maka sama saja dengan mentholimi raksatn

61



B. Saran

Peran Yogyakarta bagi Negara Kesatuan Republikniesia adalah sangat
besar. Baik Sri Sultan Hamengku Buwono, Sri Pakoalaerta masyarakat
Yogyakarta sendiri. Jika seandainya dahulu Yogyakiedak menggabungkan diri
dengan Indonesia tentu Yogyakarta sangatlah dapatb@ntuk negara sendiri.
Oleh karena itu Presiden Soekarno memberikan sistivc®ewa bagi Yogyakarta.
Bangsa yang ingin maju adalah tidak meninggalkgara® maka jika ingin
menjadi negara yang maju harus menghormati nilai-historisitas.

Oleh karena itu pemerintah harus bijaksana dalaamimeri keputusan.
Jika memang sebagian masyarakat Daerah Istimewainggnkan Penetapan
Gubernur dan Wakil Gubernur maka tidak ada salalpgaerintah menyetujui
demi kemakmuran masyarakat khususnya masyarakatyakaga dan agar
budaya Yogyakarta tidak hilang seiring dengan pabangan waktu. Selain itu
apabila satu Pasal yang masih menjadi kontroversddang diselaraskan, maka
hendakanya DPRD Provinsi Daerah Yogyakarta besefaya mempertemukan
atau menyelaraskan satu pasal yang menjadi pargamdersebut dengan arif dan
bijaksana pula agar tidak menyakiti pihak lain. tMaatu sisi Pemerintah Pusat
dan disisi lain masyarakat Yogyakarta pada khusubengan melaksanakan
musyawarah, akan lebih didapat keputusan yang ikerden tidak menyakiti

diantara pihak-pihak yang berbeda pendapat tersebut
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Maka disebabkan rahmat Allahlah, engkau bers
lemah lembut terhadap mereka. Seandainya en
bersikap kasar dan berhati keras. Niscaya mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kerena i
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi me

kap
gkau
ak
tu,
reka,
rusan

dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam u
tertentu. Kemudian apabila engkau telah membul
tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhn

kan
Il

menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nyga”.
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61

Hadis yang diriwayatkan dari hasan semoga ridha

darinya: Allah sungguh mengetahui apa yang mefeka

butuhkan dan tetapi yang ia inginkan enam puluhg

Dan dari Nabi saw: (suatu kaum memadai dalam
bernusyawarah tetang sesuatu kecuali mereka diunju

jalan yang lurus untuk urusan mereka).
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